LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI B NOMOR 30

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUH, :N YAﬁ MAHA ESA

é salah satu sumber
pentmg dan perlu digali guna
ernerlnfahan daerah dalam
“wmasyarakat  serta

memblayal
melaksana

ndang U dang Nomor 28 Tahun 2009
Ret‘ribusi I%féerah, Bgé Perolehan Hak Atas

4 merupakane Pajak Pusat yang
dlser?hkan ki pada ‘Daerah ‘ehln erlu ditetapkan dengan

' sebagaimana dimaksud
wperlu menetapkan Paeraturan
Daerah ‘Kabupaten Samosir= tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan.

1. Undarg-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang N omor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang . Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomior 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189); »
Undang-Undang Nomor-17-Tahun 2003 tentang Keuangan ‘
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan }
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di §
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4346);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang {
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) §
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.

12.

13.

14.

15,

16.

(4

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara N

omor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049)

3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 40
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan

Tahun 1996 tentang Hak
dan Hak Pakai atas Tanah

(Lembaran Négfara\Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3643):

Peraturan Pemérintah% Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Ta‘nah[l(Lemba’ran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 . quor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896);

Peratpran,““‘,Pémerint;ah""f Nomor - 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

998 Nomor 52, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintahan Daerah

Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran
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18.

19:

20.

21,

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahz
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ta
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paj
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembare
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jer
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Bup
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Nege
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20!
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluas
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 20
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupat
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 20
Nomor 132 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANC

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dev
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tu
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dal
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RS

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat
Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, yang
selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Samosir.

Kepala Daerah adalah Bupati kabupaten Samosir.

Pejabat adalah ‘pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan Daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan péruridéng-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang;dibentuk'v()leh; DPRD “kabupaten dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalzah Peraturan Bupati Samosir.

“Hak “atas Tanah dan Bangunan yang

selanjutnya disingk
perolehan hak at
Perolehan Hak

t+ dengan BPHTB adalah pajak atas
tanah dan/atau bangunan.
as Tanah . dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristiwva hukum yang mengakibatkan
diperolehnya

hék atéé tanah 'dan/atau bangunan oleh orang

bjek Pajak, yang selanjutnya disingkat
~ nilaifharga  objek pajak yang
ar pengenaan pajak.

Nilai Perolehan “Objak ~Pajak tidak Kena Pajak, yang
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang
merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak
dikenakan pajak.

Nilai Jual objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual heii
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau niiai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

14.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vyan
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupu
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroa
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Bada
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daera
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm:
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulas
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ata
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainny
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang dap:
dikenakan pajak.

Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melipu
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut paja
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesu:
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka
daerah.

Objek Pajak adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/ata
Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahu
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender ata
jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepal
daerah, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menja
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, da
melaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pad
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalar
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peratura
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai da
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentua
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagiha
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
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22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan  untuk melaporkan penghitungan  dan/atau
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukar dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
_yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
pajak yéng menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan. ’

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan  jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

101
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30.

31.

32.

33.

34.

Surat Keputusan® Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputus an
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

_pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kéwajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajihan
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

e
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35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi  serta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Fasal 2
(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan.

(2) Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah/atau
bangunan. :

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pemindahan hak karena:
1. jual beli;
tukar menukar;
* hibah;
hibah wasiat;
waris;
, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
1 lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
0 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
b.  pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

oy o1 B G N

o A
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(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a hak milik;

b hak guna usaha;

c.  hak guna bangunan;

d hak pakai;

e hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak ata

Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan ase
perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/at
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepenting:
umum;

¢c. badan atau perwakilan lembaga internasional yal
ditetapkan ~dengan Peraturan Menteri Keuang
dengan syarat tidak menjalankan usaha a
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas bad
atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak a
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adal
perubahan nama,

e.  orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f.  orang pribadi  atau Badan yang digunakan Ul

~ kepentingan ibadah.

Pasal 3
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bang\
adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
Tanah dan/atau Bangunan.
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(1) . BAB lil
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam hal:

atas a. jual beli adalah harga transaksi;
: b. tukar menukar adalah nilai pasar;
asas c.  hibah adalah nilai pasar;
d.  hibah wasiat adalah nilai pasar;
Vatau e.  waris adalah nilai pasar;
ingan f. pemasukan dala’mqpeseroan atau badan hukum lainnya
adalah nilai pasar;
yang g. & pemisa,h'an‘h\ak yang ‘mengakibatkan peralihan adalah
angan ~ nilai pasar; %
i ~h.  peralihanhak karena pelaksanaan putusan hakim yang
- . ; mém’pyq!nya‘i ,ke!;u'atan hukum tetap adalah nilai pasar;
i.  pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
" atau- b : pelepa‘s'é‘r,)‘hak adalah nilai pasar;
danya | j. . pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
_adalah nilai pgsai"; ‘
k. penggabungfén usaha adalah nilai pasar;
it | peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
ha ‘hadi’ahj‘a’dala - dan/atau
o. penunjukan P oli dalam lelang adalah harga
N yang . transaksi Yang“tercéﬁtum"dalam risalah lelang.
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
ngunan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui
1ak atas atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adaiah NJOP
Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat
terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat
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(5)

(6)

(8)

didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi
Bangunan;

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah be
sementara.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperols
Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenal
Kabupaten yang bersangkutan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena |
ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena |
untuk perolehan hal karena waris atau hibah wasiat
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan kel
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah w
termasuk suamifistri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diteta
sebesar 5 % (lima persen).

(1)

(2)

Pasal 6

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara meng
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pe
ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a
atau ayat (5).

Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal
(3) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun ter;:
perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang di
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dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Samosir.

BAB V
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal8
; (1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:
3 a. _ jual beli-adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda
5 " tanganinya akta;
b. tukar-menukar ‘adalah sejak tanggal dibuat dan
2 , ditandétanganihya akta;
c. - hibah_ adalah sejak ‘tanggal. dibuat dan ditanda
o tanganlnya akta
d. hibah wa5|at adalah sejak tanggal dibuat dan ditandat
" anganinya akta, e
e. - waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan
?mendaftarkan ‘peralihan haknya ke kantor bidang
- pertanahan N : ,
=i = 5,Apemasukan “dalam perseroan atau badan hukum
‘ V-f?lamnya ‘adalah “sejak- tanggal dibuat dan ditanda
-~tanganinya akta;

ar g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah

4 sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

k h. putusan hakim adalah - sejak tanggal putusan

4) | pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;

; i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya

| surat keputusan pemberian hak;
i j- pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak
ng

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
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(2)

(1)

(2)

)

(1)

K. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat de
ditandatanganinya akta;

I peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat de
ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat de
ditandatanganinya akta;

n. hadiah  adalah  sejak tanggal dibuat de
ditandatanganinya akta; dan

o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenar
lelang.

Pajak Pajak yang terutang harus dilunasi pada sa

terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ay.

(1).

BAB VI
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 9

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dap:
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ata
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bul
pembayaran pajak berupa SSPD.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang nega
hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan H:
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Paje
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakuks
pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hz
atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan buk
pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 10
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Not aris dan kepala kantor yar
membidangi  pelayanan lelang negara  melapork:
pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak at:
Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah palir
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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t dan
dan
dan
dan

nang

saat
ayat

lapat
[atau
bukti

egara
1 Hak
Pajak

ukan
1 Hak
bukti

yang
»orkah

atas
baling

(3)

Ketentuan lebih lanjut tata carg pelaporan bagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Peraturan Kepala Daerah.

pejabat
diatur dengan

Pasal 11

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor
yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
untuk setiap pelanggaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Not aris dan kepala kantor yang
membldangl pelayanan lelang negara, yang melanggar
ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dikenakan sanksi admlmstrahf berupa denda sebesar Rp.

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
laporan. = : :

Kepala - Kanto ,h_.;Bldang Pertanahan yang melanggar

ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
dikenakan sanKSI sesual dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

i BAB vu ,

PENETAPAN, TATA CAR -P MB ARAN DAN PENELITIAN

(1)
(2)
(3)
(4)

~~"Pasal12"
Wajnb Pajak~waijib "nembayar pajak terutang dengan tidak
mendasarkan pada adanya SKPD.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan
SPTPD.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai
bahan untuk dilakukan penelitian.
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(1)
(2)
3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 13
Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus
atau lunas.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pentuk, isi, ukuran, tata cara
pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB apabila perdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang
bayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap Yyang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkannya SKPDKB.

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak ftidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yangd kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai |
dengan diterbitkannya SKPDKB.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib

Pajak melaporkan sendiri sebelum jilakukan tindakan

pemeriksaan.

110




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 15
Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;
c. wajib pajak dikenakan sarksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Pe‘raturan Kepala Daerah.

BABVII
PENAGIHAN -

Pasal 16

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditSrbitkanee s e

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17
Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Kepetusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih
dengan Surat Paksa.
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B

Paksa dilaksanakan

(2) Penagihan Pajak Dengan Surat

berdasarkan perundang-undangan yangd perlaku.

Pasal 18

(1) sistem dan prosedur Pemun
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana
mencakup tata cara pengurusan akta pemindahan hak,

pembayaran, penelitian, pendaftaran akta, pelaporan,
penagihan, dan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan.

gutan BPHTB ditetapkan lebih

dimaksud pada ayat (1)

BAB IX
PENGURANGAN

pPasal 19
Pajak, Kepala Daerah dapat

(1) Atas permohonan Wajib
: pajak terutang kepada Waijib

memberikan pengurangan
Pajak karena: g
kondisi tertentu Wajib Pajak
dengan objek pajak, atau;

b. kondisi tertentu Wajib Pajak yan
dengan sebab akibat tertentu, atau;

tanah  dan/atau bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata

tidak mencari keuntungan.

a. yang ada hubungannya '

g ada hubungannya

pemberian pengurangan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
dimaksud pada ayat (1)

pajak yang terutang sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB X

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

(1)

(2)
()

iQ(4)

(6)”

(7)

;tldak dapat diper

).

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 20
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;
b.  SKPDKB;

c.  SKPDKBT; .
d.  SKPDLB;

e. SKPDN.

Keberatan diéjukan secé'ra tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan dlsertal alasan alasan yang jelas.

Keberatan harus dxajukan dalam jangka waktu paling lama 3

+ (tiga) bulan ejak tanggal surat; tanggal pemotongan atau

pemungutan
jika Wajlb P

mana dimaksud pada ayat (1), kecuali
ap menunjukkan bahwa jangka waktu itu
arena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan ‘dapa dlajukan apabila Wajlb Pajak telah
membayar pallng Sedlklt sejumlah yang telah disetujui Wajib

memenuhl persyaratan sebagaimana
| 3) dan ayat (4) tidak dianggap
gai t 'gga tidak dipertimbangkan.
Tanda-penerimaan- surat -keberatan yang diberikan oleh
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan bagi kepentingan -
Wajib Pajak.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar pengenaan pajak.
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Pasal 21

: Lo (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

{ . belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10 diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atauy
menambah besarnya pajak yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| ‘ ¢ telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suaty

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Bagian kedua
Banding

Pasal 22

(1) waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.
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Bagian ketiga

12 (dua Gugatan
a, harus S
asa
B (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
® alasan kepada Pengadilan Pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap
t berupa pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari
k atau sejak tanggal penagihan.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap
 ayat (1) . Keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada
. suaty ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan
dianggap yang digugat.

(4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat
dipenuhi karena keaadaan diluar kekuasaan penggugat. !

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

* ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak
berakhirnya\keaédaan diluar kekuasaan penggugat.
ng hanya (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)
mengenai Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
aayat (1) | Pasal 25
, dengan Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan
llan sejak : gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah
keputusan ini- . dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -
kewajiban ,
ak tanggal BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
banding Pasal 26 -
mbayaran (1) Atas permohonan Waijib Pajak atau karena jabatannya,
“dimaksud : Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,
h imbalan . SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
g lama 24 penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
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(1)

(2)

3)

hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan ter

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daer:

Kepala Daerah dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan S
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
yang terutang menurut peraturan perundang-unda
perpajakan daerah, dalam hal sanksi ter
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau t
karena kesalahannya; dan

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKP
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
tidak benar;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak «
mengajukan permohonan pengembalian kepada K

: Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengemt
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Kepala Daerah setelah melakukan  pemerik

menerbitkan:

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar teri
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
dilakukan pembayaran pajak yang tidak sehart
terutang;

b.  SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar ¢
dengan jumlah pajak yang terutang.
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(4)

(1)

(@)
(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6)
dibebankan pada APBD.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
diajukan secara -tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-
kurangnya menyebutkan:
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
b.  Tanggal pembayaran Pajak;
c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;

‘d.  Alasan yang jelas;

Permohonan pengembalian pembayaran pajak disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Kepala Daerah.
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(2)

(2)

@)

(1)

(2)

6)

Pasal 29

Atas pengajuan keberatan dan permohonan kel
pembayaran pajak, Kepala Daerah atau Pejabat
ditunjuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan  sebagaimana pada ayat (1) -«
pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XllI
KEDALUWARSA

Pasal 30

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedalu
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejal
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melal
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud

ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; a

b.  Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat F

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluy

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat F
tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagai
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak de
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang |
dan belum melunasinya kepada Pe merintah Daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagail
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
pengajuan  permohonan angsuran  atau  penun
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Paj:

Pasal 31
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karens
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa C
dihapuskan. '
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang F
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

(1)-
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(3) Tata cara penghapusan  piutang Pajak  yang

sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

han
ang

BAB XIv
lah KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuaty yang diketahui atay diberitahukan kepadanya
oleh Waijib Pajak dalam rangka jabatan atay pekerjaannya
untuk  menjalankan ketentuan  peraturan perundang-

sa undangan perpajakan daerah.

dat _ (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaky juga

an . terhadap tenaga ahlj yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
membantu  dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang—undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. - Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sébagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b."  Pejabat dan/atau tenaga ahlj yang memberikan

a

‘ ; keterangan kepada pihak lain ditetapkan oleh Kepala
T Daerah.

da

a (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang
n memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
k pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam

perkara pidana atay perdata, atas permintaan hakim sesyai
| dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
| Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahlj
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikar
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.
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(3)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat
harus menyebutkan nama tersangka atau nama terguc
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pid:
atau perdata yang bersangkutan denganketerangan s
diminta.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampai
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak leng
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehin
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pid
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana de
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang t
atau kurang dibayar.
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak len
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehir
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pit
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda p
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
kurang dibayar.
Tir)dak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagail
dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak di
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
terutangnya pajak.

Pasal 35

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala D

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kew
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pa:s
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
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lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Paja“k,' karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. | 4

a ~_Pasal 36
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud' dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
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(4)

menerima, mencari, mengumpulkan, dan me
keterangan atau laporan berkenaan dengan fi
pidana di bidang perpajakan Daerah agar ketera
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan je
meneliti, mencari, dan mengumpulkan ketera
mengenai orang pribadi atau Badan tentang keber
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan t
pidana perpajakan Daerabh;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidar
bidang perpajakan Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berke
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daeral
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan b
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terseb
meminta bantuan tenaga ahli dalam re
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di b
perpajakan Daerah;

menyuruh - berhenti dan/atau melarang sese
meninggalkan ruangan atau tempat pada
pemeriksaan sedang berlangsung dan meme
identitas orang, benda, dan/atau dokumen
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan t
pidana perpajakan Daerah,;

memanggil orang untuk didengar keterangannyz
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan D
sesuai dengan ketentuan peraturan  perun
undangan.

Penryidik sebagaimana dimaksud pada ayat
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyamp

penyidikannya kepada Penuntut Umum m

Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, s
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Ur
Hukum Acara Pidana.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 8 Nopember 2011

BUPATI SAMOSIR,
cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangksh di Pangururan
pada tanggal, 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN‘SAMOSIR“TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI B
NOMOR 30 : ' i '

1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Pada Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk
itu, sejalan dengan tujuan otonomi Dearah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak
Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar
peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan
pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten Samosir )

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sesuai
ketentuan PBasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut,
pemungutan Pajak Daerah harus dltetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan
hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dlmaksudkgn agar Pemerintah
Daerah Kabupaten Samosir dapat memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sesuai ketentuan pefr,atura‘h,perundang-un‘dangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Dé:erah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai
objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaltan dengan admlnlstra31 pemungutannya.

Bea Perolehan Hak Ata' n,,ah” in Bangunan dlpungut dengan menggunakan
sistem self assesment dimana W. jib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan
membayar sendiri pajak yang terutang.dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya
tanpa mendasarkan kepada SKPD.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, disamping berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah, juga diperhatikan , diacu
dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain :

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2
ayat (1) Cukup jelas
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ayat (2) Cukup jelas
ayat (3)

Sekretariat Bagian Hukum

Huruf a

Angka 1) Cukup jelas
Angka 2) Cukup jelas
Angka 3) Cukup jelas

Angka 4) Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenaij

pemberian hak atas tanah dan atay bangunan kepada orang pribadi

atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah
wasiat meninggal dunia.

Angka 5) Cukup jelas

Angka 6) Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau
badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan
sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang

oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah
lelang.

Angka 9) Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi
atau badan hukum sebagai salah satu pihak yang ditentukan dalam
putusan hakim tersebut.

Angka 10) Periggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha
atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu
badan usaha dan melikuidasi badan usaha
menggabung.

Angka 11) Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan

usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi

badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi

dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha

baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan

usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha
lama.

Angka 7)

lainnya yang

Angka 12)




-

puatan hukum berupa penyerahan hak atas

Angka 13) Hadiah adalah suatu per
kan oleh orang pribadi atau

tanah dan atau pangunan yang dilaku
padan hukum kepada penerima hibah.

Huruf b

Angka 1) Yang dimaksud
pelepasan hak a
atau badan hukum dari Negara atas

dengan pemberian hak baru karena kelanjutan

dalah pemberian hak baru kepada orang pribadi
tanah yang berasal dari

jenai
ibadi pelepasan hak.
hibah Angka 2) Yang dimaksud dengan pember'lan hak baru diluar pelepasan hak
adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau
padan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut
hadan peraturan perundang—un’dangan yang berlaku.
gunan ayat (4) / 5
s atau Huruf a Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
seroan dipunyai orang pribadi atau padan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh peme(intah. ‘
ndahan Huruf b Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
) orang langsung oleh Negara gal.am;jangka waktu sebagaimana yang ’
ditentukan oleh«perundang:undangan yang perlaku.
g lelang Huruf ¢ Hak guna "bangury}éh:”“(édaléh ‘hak untuk untuk mendirikan dan
| risalah mempunyai bangunah‘—b ”g’u’nan atas ~~tanah ‘yang pukan miliknya
sendiri dengan jangka \ tu'yang ditqtapkan dalam Undang-Undang
punyai Nomor 5 Tﬁa‘,hun 1660 téhtéhg Eératurén Dasar Pokok-pokok Agraria.
g pribadi ‘ Huruf d Hak pakai adalah haky’\untuk.ﬁ‘\enggupakan dap atau memungut hasil
an dalam dari‘tanah yang dlkuasal :Hl,\apgsur,\’g oleh Negara atau tanah milik
orang l_ain,fyahg memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
jan usaha dalam keputusanlpemla oleh pejabat yang berwenang
<alah satu membe’rikann'ya' _atau ~dalam ~perjahjianjdengan pemilik tanahnya,
wa yang yang bukan perjanjian _sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa
i badan dan peraturan perundang—undangan yang berlaku.
elikuidasi Huruf e Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
persifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah
ha menjadi susun meliputi juga hak atas bagian bersama, penda bersama, dan
i tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak
pian Uk terpisahkan dengan satuan yang persangkutan.
T lsBian Huruf f Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
hadan usaha . .
pelaksanaan sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya,
kan dan penggunaan tanah,

antara lain, berupa perencanaan peruntu
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penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasny
penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketic
dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

ayat (5)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakz
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksana:
pembangunan guna kepentingan umum dalah tanah dan t:
bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah:
baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dan kegiat:
yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntunga
misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instar
pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf ¢ Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalz
pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, b
pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d Yang dimaksud dengén konversi hak adalah perubahan hak dari h
lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agrar
termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh: S

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adan
perubahan nama;

2. Bekas tanah milik hak adat (dengan adanya bukti surat girik at
sejenisnya);
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misaln
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nan

Contoh: =

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanak
baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e Yang dimaksud wakaf dalah perbuatan hukum orang pribadi atau bad
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang bert
hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya un
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepenting
umum |ainny'a tanpa imbalan apapun.

Huruf f Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2)
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ya,
ga

an
lan
an,
nsi

am
aik

ria,

ya
tau

ya
na.

an

jan
upa
tuk
gan

~ Contoh:

Huruf a Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan

telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Huruf b Cukup jelas

Huruf ¢ Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf I Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas
Huruf | Cukup jelas
Huruf m Cukup jelas
Huruf n Cukup jelas
Huruf o Cukup jelas

ayat (3) cukup jelas
ayat (4) Culgyp jelas
ayat (5) Cukup jelas
ayat (6) Cukup jelas -
ayat (7) cukup jelas -

ayat (8) Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Contoh 1: - ; ;

Wajib Pajak “A” membell tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek
pajak (harga transa l) Rp. 30.000. 000 (tlga puluh juta rupiah). Nilai jual objek
pajak PBB tersebut yang~d|guhakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar Rp.
35.000.000,- (tiga puluh_lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar
pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Rp.
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah).

Contoh 2:

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek
pajak (harga transaksi) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Nilai jual objek
pajak PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar
pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima
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Semua peralihan hak pada bulan Januari 2011 oleh Pejabat yang bersangkutan
harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 Bulan Februari 2011 kepada
Kepala Daerah.
Yang dimaksud dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat
sebelum ditetapkan adalah ditujukan terhadap jenis-jenis pajak Daerah selain
yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini (jenis Pajak Daerah
yang baru).
Pasal 11
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Peraturan perundang—undangan yang dimaksud dalam pasal ini, antara lain,
peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
Pasal 12
Sistem pemungutan pajak ini adalah self assesment dimana waijib pajak diberi
kepercayaan untuk menghitung dan membayarkan sendiri pajak yahg terutang
dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan SKPD.
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk,
antara lain memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah, dasar )
pengenaan yang digunakan sudah benar, PBB atas objek pajak sudah lunas
atau tidak ada tunggakan.
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14
Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak.
ayat (1) g -
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya kepada kasus-kasus b
tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap
waijib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan/atau kewjiban material.
Contoh :
1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009.
Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) tahun Kepala Dearah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Dearah Kurang Bayar atas pajak terutang.

<%
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}uta rupiah). Sehlngga BPHTB yang harus dibayar adalah Rp. 100. OOO 00
(seratus juta rupiah) dikurangi . Rp: 60.000.000,- (enam puluh juta rupic
‘menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka pajak yang teruta
adalah sebesar 4 % dikali Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adal
sebesar Rp. 1 .600. 000,00 (satu juta enam ratus ribu ruplah)
Pasal 7 Cukup jelas. o B
Pasal 8 ° T -
ayat(1) * . - - W 3
Huruf a Yang dlmaksud dengan sejak tanggal dibuat dan dltandatanganln
akta dalam ‘pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganir
akta pemindahan ~ hak dihadapan pejabat pembuat al
tanah/notaris.
Huruf b Cukup jelas
Huruf ¢ Cukup jelas
. Huruf d Cukup jelas. = . L
Hurufe Cukup jelas -~ -
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Yang dlmaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lela
) adalah tanggal dltandatanganlnya risalah lelang oleh Kepala Kar
Lelang Negara atau Kantor Lelang lainnya sesuai dengan peratu
perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain na
pemenang lelang.
Huruf h Cukup jelas
Huruf | Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas
Huruf | Cukup jelas -
Huruf m Cukup jelas -
Huruf n Cukup jelas
Huruf o Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
Pasal 9
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Yang dimaksud dengan ‘“risalah lelang” adalah kutipan risalah vye
ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negar
ayat (3) Cukup jelas
Pasal 10
ayat (1)
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\ 2. Seorang wajib pajak menyampaikan SSPD pada tahun 2009. Dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak
yang terutang yang kurang bayar tersebut , Kepala Daerah dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah
dengan sanksi administrasi.

3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan

. Surat Kefétapén Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang ferutang ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah daput
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

4. Waijib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Dearah dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

Huruf a

Angka 1) Cukup jelas

Angka 2) Cukup jelas ‘ b '

Angka 3) Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah

penetaparﬂbesarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.

Huruf b Cukup jelas

Huruf ¢ Cukup jelas

ayat (2) ayat ini mengatur sankst terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat
dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan
sehingga pajak yang terutang terutang bertambah, maka terhadap waijib pajal.
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila waijib
pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
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ayat (5) Dalam hal waijib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu waiib pajak tidak mengisi surat
pemberitahuan pajak daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen)
dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini Kepala Daerah menetapkan
pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan surat ketetapan pajak
daerah kurang bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25%
(duapuluh lima persen)dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(duapuluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar.
Pasal 15
ayat (1)
Huruf a Cukup jelas !
Huruf b Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan kantor.
Huruf ¢ Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada waijib pajak yang
* tidak atau kurang membayar pajak terutang, sedangkan sanksi
administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya
ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan
SSPD. .

ayat (1) :

ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas STPD yang

diterbitkan karena : ‘

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena
terdapat salah tulis dan atau salah hitung.

Contoh : § s

1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009,
wajib Pajak “A” terutang pajak sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada saat
terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp. 4.000.0000,-. Atas
kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009
dengan perhitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar. Rp.  1.000.000,-
Bunga =4 x 2% x Rp. 1.000.000,- : Rp.  80.000,-

Jumlah yang harus dibayar dalam STPD Rp.  1.080.000,-
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Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Bangunan.

Wajib Pajak “B” memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni
2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan wajib pajak “B”,
ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar
sebesar Rp. 1.500.000,-. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD
pada tanggal 23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar Rp. 1.500.000,-

Bunga = 4 x 2%x Rp. 1.500.000,- Rp. 120.000,- (+)

Jumlah yang harus dibayar dalam STPD Rp. 1.620.000,-
ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan maupun putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi
Kepala Daerah untuk melakukan penagihan pajak.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Huruf a Kondisi-tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek

pajak, contoh:

1. Wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru
melalui program pemerintah dibidang pertanahan; '

2. Waijib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lunas satu derajat ke
atas atau satu derajat kebawah.

Huruf b Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab

tertentu, contoh : :

1. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah nilai jual objek pajak;

2. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus;

3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga waijib
pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan
kebijaksanaan pemerintah.

Huruf ¢

Contoh:

ayat (4) Cukup jelas.
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Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan,
panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari
keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat.

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1) Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan
pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat
ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar
menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu
jenis pajak dan satu tahun pajak. .
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf ¢ Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan “alasan- alasan yang Jelas adalah mengemukakan
dengan data atau.bukti bahwa Jumlah pajak yang terutang atau paJak lebih
bay&r yang ditetapkan oleh fskus tldak benar.

ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan dlluar kekuasaannya adalah suatu keadaan
yang terjadi- diluar kehendak/kekuasaan wajib- pajak mlsalnya karena waijib
pajak sakit atau terkena musibah bencana alam. . ~

ayat (4) Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib
pajak adalah harus melunaSI terieblh dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya
yang telah dlsetUJUI Wajlb pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Pelunasan tersebut harus dliakl.kan sebelum Wajlb pajak mengajukan
keberatan. R
Ketentuan dlperlukan agar Wajlb pajak ‘hdak menghmdar dari kewajiban untuk
membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

ayat (5) Cukup jelas

ayat (6) Tanda bukti penerimaan surat keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi
ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan
dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan
pajak sampai saat diterimanya surat keberatan tersebut oleh Kepala Daerah.
Tanda bukti penerimaan tesebut oleh wajib pajak dapat juga digunakan sebagai
alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai batas waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) berakhir.
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Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya
dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima
surat keputusan dari Kepala Daerah atas surat keberatan yang diajukan.

ayat (7) Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya
bertambah berdsarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data
baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib
pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Kepala
Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat
keberatan diterima.

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan

“diluar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat

dipertimbangkan untuk diperpanjang.

ayat (5) Cukup jelas

ayat (6) Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a Dalam praktik dpaat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada waijib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak
yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah
ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Huruf b Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak

| ' benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya
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karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat
keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material
terpenuhi.
ayat (3) Cukup jelas
Pasal 26
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan
pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
ayat (3) Cukup jelas
ayat (4) ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan
dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah.
~ ayat (5) Cukup jelas
ayat (6) Cukup jelas
ayat (7) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB sampai dengan sa‘at'd,ilakukann\ya pembayaran kelebihan. .
Pasal 27 Cukup jelas s 0
Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 , .
ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian
hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi
ayat (2) : ; ;
Huruf a Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Huruf b Yang dimaksud déngah —pengakuari\,y‘tang’paja'k secara langsung adalah
wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung
adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan
bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada pemerintah

daerah.

Contoh :

- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan
pembayaran;

- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.
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Pasal 30
ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di

bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak

yang menyangkut masalah perpajakan daerah antara lain:

a. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh
wajib pajak;

b. Data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan;

Dokumen dan/atau yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

d. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkenaan.

o

ayat (2) Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang

ayat (3)

ayat (4

~

ayat (5)

ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang
Perpajakan Daerah, karena adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang
pula untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain, adalah lembaga negara atau
instansi pemerintah daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan dibidang
keuangan daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan,
antara lain, identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang
perpajakan daerah.

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyelidikan, penuntutan
hukum atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya,
keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pakjak dapat diberikanatau
diperlihatkan kepada pihak tertentu. ‘

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama wajib
pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli
yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis
dari atau tentang wajib pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas
dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi
kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis hakim ketua
sidang.

Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan
perpajakan daerah yang diminta tersebut adalah mengenai perkara pidana
dan/atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang
perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
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Pasal 31

ayat (1) Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak
untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau
kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan
kerugian keuangan daerah.

ayat (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan
dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat
pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1) Penyidik dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi

dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
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